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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
v Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Ar Ra’ad ; 11). 
v Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia              
(HR. Bukhari Muslim). 
v Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya ….” (Qs. Al-Baqoroh : 286). 
 
Kupersembahkan karya ini untuk : 
1.Allah SWT. Tak pernah aku berhenti bersyukur padaMU, atas semua yang KAU 
berikan padaku.  
2.Bapak dan Ibuku. Setiap apapun yang kulakukan adalah untuk kalian, tak 
pernah kuragukan doamu. Karena setiap tarikan nafas dan degup jantungmu ada 
namaku. Kusadar apapun takkan bisa membalas kebaikanmu, bahkan nyawa ini 
sekalipun. Dan ini, mungkin tak berarti apapun, namun ini adalah awal usahaku 
untuk membahagiakan kalian.  
3.Teman-teman seperjuangan. Kalian telah memberikan banyak bantuan, 
motivasi, pelajaran hidup yang sangat bermakna bagiku dan senantiasa mau 
berbagi dalam suka dan duka.  






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 
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tercurah kepada junjungan dan uswatun hasanah seluruh umat manusia, 
Rasulullah Muhammad SAW  beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang 
senantiasa istiqomah di jalan-Nya. 
 Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari 
bantuan berbagai pihak, baik berupa moral maupun material. Oleh karena itu  
dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih 
yang tulus kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Sri Murni, SE., M.Si., AK., selaku Ketua Program Diploma III Akuntansi 
Keuangan  Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ninuk Retnowati, SE., selaku pembimbing akademik. Terima kasih atas 
semua arahan dan bimbingan selama ini. 
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6. Orang tuaku, adik-adikku, dan segenap keluargaku tersayang yang tak 
henti-hentinya memberi motivasi dan do’a bagi penulis. 
7. Endro W, S. Sos selaku Manajer PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang 
yang telah mengizinkan penulis mengadakan penelitian.  
8. Bapak Sukasdi, selaku Supervisor Administrasi dan Keuangan. 
9. Bapak R. Sadmoko S., selaku Supervisor Pelayanan Pelanggan. 
10. Bapak Nanang S., selaku Supervisor Pengendalian Penagihan. 
11. Bapak Darsono, selaku Supervisor Cater dan Pembuatan Rekening. 
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segenap karyawan lainnya. 
13. Teman seangkatan: Nur, Ratih, Yazi’, Nurul, Ai, Partini, Nurlina, Ita, 
Rizqi, Ririn, Tursina, Vien, Kasmi, Titik, Yulia, Purwanti, Lila, Oky, 
Suryo, Yosep, Adit, dan segenap teman lainnya. 
Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. 
Akhirnya kepada semua pihak yang sudah membantu penulis selama masa kuliah 
dan penyusunan tugas akhir ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Gambaran Umum  Perusahaan 
1. Sejarah PT PLN (Persero) 
      Kelistrikan di Indonesia dimulai pada abad ke 19, pada saat beberapa 
perusahaan Belanda mulai didirikan, antara lain pabrik gula dan pabrik 
teh. Tahun 1901 Belanda mendirikan perusahaan listrik dengan nama N. V 
Soloche Electricet Mij (S.E. M) untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk 
pemanfaatan umum mulai ada dengan nama N. V Negn yang semula 
bergerak di bidang gas dan kini memperluas usahanya di bidang listrik 
untuk umum, hal ini tidak berjalan lama kurang lebih sampai tahun 1942. 
Pada tahun 1942 dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam 
Perang Dunia ke II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang. Oleh karena itu, 
perusahaan listrik yang ada pada saat itu diambil alih oleh  Jepang beserta 
personil didalamnya. Hal ini tidak berjalan lama seperti pada zaman 
pemerintahan Belanda tanggal 17 Agustus 1945 dengan 
diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, maka kesempatan yang baik 
itu dimanfaatkan oleh para buruh listrik dan gas untuk mengambil alih 
perusahaan listrik dan gas yang dikuasai oleh Jepang. 
 Pertengahan tahun 1945 perusahaan listrik dan gas yang semula 
dikuasai Jepang kini dikuasai Pemerintah RI dengan nama Jawatan Listrik 
dan Gas. Agresi Militer Belanda I dan II pada tahun 1948 mengakibatkan 
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sebagian besar perusahaan listrik dikuasai kembali pemerintah Belanda 
dengan nama N. V  S. E. M (Solosche Electricet Mij), masa ini berjalan 
sampai sampai tahun 1958. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1959, 
tepatnya dengan dikeluarkan PP No. 3 Tahun 1959 tentang Badan 
Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS). Badan ini menetapkan 
keseragaman kebijakan dalam melaksanakan nasionalisasi perusahaan 
Belanda yang bertujuan untuk mempertahankan produktivitas pemisahan 
Belanda yang dikenai nasionalisasi. 
      Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 
membebaskan Irian Jaya dan penjajah Belanda maka dikeluarkan UU No. 
86 Tahun 1958, tertanggal 30 Desember 1958 tentang nasionalisasi 
seluruh perusahaan Belanda, dan PP No. 18 Tahun 1958 tentang 
perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Berdasarkan UU tersebut dan 
UU No 86 tahun 1958 maka seluruh perusahaan listrik Belanda dikuasai 
bangsa Indonesia dan diubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara 
PLN. Pertengahan tahun 1960 dikeluarkan PP No. 19 tahun 1960 tentang 
perusahaan negara, untuk mengarahkan pelaksanaan pasal 33 ayat 2 UUD 
1945. Berdasarkan isi pasal tersebut guna mencapai masyarakat adil dan 
makmur maka perlu segera diusahakan adanya keseragaman dalam cara 
mengurus, menguasai, serta bentuk dari perusahaan negara dengan baik 
dan bijaksana guna mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk maksud dan tujuan tersebut 
diatas dengan ketentuan – ketentuan dalam produksi dan distribusi harus 
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dikuasai oleh pemerintah. Untuk melaksanakan UU No. 19 tahun 1960 
khususnya pasal 20 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap Undang-
undang menghendaki persetujuan DPR”, maka pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 1901 tentang pendirian badan 
pimpinan umum perusahaan listrik milik negara yang berusaha di bidang 
listrik dan gas milik Belanda yang telah dikenakan nasionalisasi 
berdasarkan UU No. 03 tahun 1959. Pada pertengahan tahun 1965, 
pemerintah mengeluarkan PP No. 19 Tahun 1965 tentang : 
a. Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara yang 
dibentuk berdasarkan PP No. 67 Tahun 1961. 
b. Pendirian PLN  dan Perusahaan Gas Negara PGS. 
Berdasarkan pertimbangan dan alasan dasar dan pembubaran Badan 
Pimpinan Umum PLN, dengan tujuan pendirian PLN dan PGS ini hanya 
untuk mempertinggi daya guna usaha kelistrikan dan industri gas sebagai 
satu kesatuan usaha di bidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan 
usaha kelistrikan dan industri gas sebagai satu kesatuan usaha di bidang 
ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum. Pada 
tahun 1967 dikeluarkan Instruksi Presiden RI No. 17 Tahun 1967 tentang 
pengaruh dan penyederhanaan perusahaan negara karena terjadi banyak 
perbedaan dalam bentuk, status badan hukum organisasi, sistem 
kepegawaian dan administrasi keuangan dari perusahaan – perusahaan 
milik negara. PP No. 19 Tahun 1960 dianggap sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan usaha, sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti. 
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Adapun tiga bentuk pokok usaha negara yang dimaksud diatas adalah 
sebagai berikut : 
a. Perusahaan Jawatan disingkat PERJAN. 
b. Perusahaan Umum disingkat PERUM 
c. Perusahaan Persero disingkat PERSERO 
Setelah banyak perubahan bentuk usaha dan sejalan dengan waktu, 
tepatnya pada Tahun 1974 sampai dengan sekarang dan berdasarkan PP 
No. 23 Tahun 1994 dan akte Notaris Soetjipto, SH tahun 1994, tertanggal 
10 Juli 1994, status nama PLN berubah dari Perusahaan Umum menjadi 
Perseroan Terbatas.  Tanggal 10 April 2001 berdasarkan Keputusan 
General Manager PT PLN (Persero) Unit Distribusi Jateng dan DIY No. 
038 K/021/PD.II/2001 tentang pembentukan organisasi Area Pelayanan 
Jaringan, yang dulu menggunakan PT PLN (Persero) Cabang Surakarta 
sekarang berubah namanya menjadi PT PLN (Persero) Area Pelayanan 
Jaringan Surakarta yang berlaku sejak tanggal 01 Juni 2001. Dalam hal ini, 
PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Jaringan Sumberlawang merupakan 
salah satu dari 11 UPJ yang dalam struktur organisasinya berada di bawah 
PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Surakarta. 
2. Tujuan, Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Motto Perusahaan 
a. Tujuan 
 Tujuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 
yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil 
dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi, mengusahakan 
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keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga 
listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat, mengupayakan agar 
tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan 
kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
b. Visi  
Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh 
Kembang, Unggul dan Terpercaya dengan Bertumpu pada Potensi 
Insani.  
c. Misi 
1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 
berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan 
pemegang saham. 
2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat. 
3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 
ekonomi. 
4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
d. Motto 
“Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik” atau “ Electricity     
for A Better Life ”. 
 















































4. Deskripsi Jabatan dan Tugas Pokok 
a. Manajer Unit Pelayanan dan Jaringan 
Tugas pokoknya adalah bertanggung jawab dalam meningkatkan 
pelayanan pelanggan, pengelolaan administrasi pelanggan, 
pendistribusian tenaga listrik, pengoperasian, pemeliharaan jaringan 
dan gardu distribusi di wilayah kerjanya secara efisien dan efektif, 
serta pelaksanaan penyambungan baru dan perubahan daya untuk 
mendukung peningkatan pendapatan penjualan tenaga listrik dan 
menjamin mutu keandalan serta kelancaran penyaluran tenaga listrik 
kepada pelanggan, membina hubungan kerja, kemitraan dan 
komunikasi efektif guna menjaga citra perusahaan serta mewujudkan 
Good Corporate Governance. 
b. Supervisor Pelayanan Pelanggan 
Tugas pokoknya adalah bertanggung jawab dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian Pelayanan Pelanggan yang meliputi : 
informasi pelayanan, pelayanan pasang baru atau penambahan daya 
atau layanan lainnya, administrasi pelanggan, dan rencana penjualan. 
c. Supervisor Pengelolaan Rekening 
Tugas pokoknya adalah bertanggung jawab dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian manajemen baca meter, pengelolaan 
rekening atas penjualan tenaga listrik kepada pelanggan yang 
dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu, memelihara perangkat 
lunak dan perangkat keras serta memelihara data base (Data Base 
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Administrator-DBA), termasuk Penataan Data Pelanggan dan Jaringan 
(PDPJ). 
d. Supervisor Operasi Distribusi dan Pelayanan Gangguan 
Tugas pokoknya adalah bertanggung jawab dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pekerjaan pelayanan teknik yang meliputi survai, 
perencanaan kebutuhan material, pemasangan SR / APP untuk 
pekerjaan pasang baru atau penambahan daya, penyambungan 
sementara, pelayanan gangguan dan K2, perencanaan dan operasi 
distribusi perencanaan dan pemeliharaan distribusi, pengendalian 
konstruksi, pengelolaan data asset jaringan distribusi (TM, TR, trafo 
distribusi, SR dan APP termasuk PDPJ) dan GI sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan. 
e. Supervisor Keuangan dan Administrasi 
Tugas pokoknya adalah bertanggung jawab dalam penyusunan 
anggaran, pengelolaan keuangan, penyelenggaraan kesekretariatan dan 
rumah tangga kantor, pengelolaan material, pengelolaan sumber daya 
manusia (SDM) dan administrasi. 
f. Supervisor Penertiban 
Tugas pokoknya adalah bertanggung jawab dalam pengendalian 
susut jaringan yang meliputi : pelaksanaan penertiban tenaga listrik, 
pelaksana pemutusan dan penyambungan kembali serta bongkar 
rampung, pengendalian penerangan jalan umum (PJU) sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan. 
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g. Supervisor Pengendalian Penagihan 
Tugas pokoknya adalah bertanggung jawab dalam rangka 
pelaksanaan penagihan dan pengawasan piutang yang meliputi : 
pengawasan penjualan, rekonsiliasi piutang, pengawasan piutang 
lancar dan ragu-ragu, penagihan tunggakan, administrasi pemutusan 
dan penyambungan kembali serta pelaporan sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan perusahaan. 
B. Latar Belakang       
      Dalam era globalisasi sekarang ini, perkembangan organisasi-organisasi 
pada umumnya ditandai dengan meningkatnya jumlah aktivitas dan juga 
teknologi yang semakin maju dari waktu ke waktu. Persaingan ketat dalam 
dunia usaha menuntut suatu perusahaan untuk terus melakukan perubahan 
perbaikan di berbagai bidang. Diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 20 
Tahun 2002 yang merubah lingkungan bisnis kelistrikan menjadi sarat dengan 
kompetisi akan menjadi suatu tantangan bagi Perusahaan Listrik Negara  
(PLN ) sebagai perusahaan yang sebelumnya merupakan perusahaan monopoli 
untuk menjadi hanya sebagai salah satu pemain dalam bisnis kelistrikan.   
Upaya-upaya Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menghadapi 
perubahan lingkungan bisnis tersebut adalah dengan pelaksanaan program           
“ Restrukturisasi Korporat dan  Road Map Perusahaan” untuk menuju PLN 
Baru, yaitu PLN yang mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis.  
Oleh karena itu, Komisaris, Direksi dan seluruh manajemen  PLN mengacu 
pada buku pedoman Good  Corporate Government.  
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PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
merupakan satu-satunya penyedia layanan tenaga listrik bagi masyarakat 
umum di Indonesia yang tujuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 23 Tahun 1994 yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi, mengusahakan 
keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik 
untuk melayani kebutuhan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik 
menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang 
berwawasan lingkungan.  
Salah satu hal yang penting untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut 
adalah adanya suatu sistem pengendalian intern yang baik. Dengan adanya 
sistem pengendalian intern yang baik, maka sistem akuntansi yang baik dan 
berkualitas akan terwujud sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan 
kualitatif bagi pemakai atau pengguna laporan keuangan. Sistem pengendalian 
intern (SPI) berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 2 macam yaitu 
pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian 
intern administratif (internal administrative control). Pengendalian intern 
akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 
dikoordinasikan yang bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi dan 
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan 
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen  (Mulyadi, 2001 : 163).  
Pengendalian intern dapat diterapkan dalam sistem informasi akuntansi. 
Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi 
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manajemen yang mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan untuk 
memenuhi kebutuhan pemakai intern dan ekstern perusahaan. Salah satu 
subsistem dalam sistem informasi akuntansi adalah sistem akuntansi 
penerimaan kas. Weygandt dan Kieso (2008 : 345), mengemukakan bahwa 
kas merupakan aset yang paling rentan penggunaan dan pengalihannya yang 
tidak benar. Pengendalian intern yang lebih terhadap kas adalah sangat penting 
untuk melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi kas. 
PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang merupakan Unit Pelayanan 
Jaringan di bawah PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) 
Surakarta. Kegiatan utama pada PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang adalah 
penjualan tenaga listrik. Salah satu sumber penerimaan kasnya adalah berasal 
dari pembayaran rekening listrik oleh pelanggan dengan subrekening yang 
rutin yaitu rekening berjalan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian intern 
penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan perlu untuk meminimalisir 
penyalahgunaan yang mungkin akan terjadi. 
Pada penelitian sebelumnya tentang  sistem pengendalian intern 
diantaranya telah dilakukan oleh Kurniawan (2006 : 57) yang mengevaluasi 
sistem pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada PD 
BPR BKK BAKI Sukoharjo dan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian 
belum efektif karena ditemukan beberapa kelemahan yaitu tidak ditemukan 
pemeriksaan terhadap dokumen, belum ada pemeriksaan mendadak, belum 
ada rotasi jabatan, belum ada satuan audit intern dan belum terdapat kebijakan 
mengenai pengambilan cuti bagi yang berhak.  
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Penelitian yang lain dilakukan oleh Pramudyanto  (2007 : 61) yang  
mengevaluasi  sistem pengendalian intern pada sistem pembelian bahan baku 
PT Coca - Cola Bottling Indonesia (CCBI) – Central Java Semarang, yang 
menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pada sistem pembelian 
bahan baku PT CCBI – Central Java Semarang tersebut sudah cukup baik, 
yaitu dengan adanya pemisahan fungsi,  transaksi pembelian bahan baku 
dilakukan oleh bagian yang berwenang, otorisasi dilakukan oleh bagian yang 
berwenang, setiap formulir telah bernomor urut tercetak dan adanya training 
(pelatihan), seleksi calon karyawan dan pembatasan usia maksimal (kategori 
usia pegawai) untuk peningkatan kinerja.  
Penelitian lain tentang sistem pengendalian intern dilakukan oleh 
Narviantoro (2008 : 62) mengevaluasi sistem pengendalian intern penerimaan 
dan pengeluaran kas pada PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar yang 
menyimpulkan sistem pengendalian intern pada perusahaan tersebut baik. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya unsur-unsur sistem pengendalian intern yaitu 
adanya pemisahan fungsi, sistem otorisasi oleh fungsi yang berwenang, 
transaksi dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh fungsi yang berbeda, 
adanya pemeriksaan yang mendadak, dilakukan perputaran jabatan, adanya 
satuan pengawas intern, dan penggunaan formulir bernomor urut tercetak.  
Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya dan mengingat akan 
pentingnya sistem pengendalian intern (SPI) bagi kelangsungan hidup (going 
concern) perusahaan atau organisasi, maka penulis termotivasi untuk 
melakukan penelitian yang sejenis tentang sistem pengendalian intern dengan 
 25 
obyek  penelitian  pada   Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yaitu  PT  
PLN  (Persero)  UPJ Sumberlawang dengan fokus penelitian adalah 
subrekening   (rekening berjalan) dengan judul Tugas Akhir  “EVALUASI 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN   PENERIMAAN KAS DARI 
PEMBAYARAN REKENING BERJALAN  PADA  PT  PLN  
(PERSERO)  UPJ  SUMBERLAWANG ”. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 
masalah dengan pertanyaan sebagai berikut : 
1. Bagaimana evaluasi sistem pengendalian intern penerimaan kas dari 
pembayaran rekening berjalan pada PT PLN (Persero) UPJ 
Sumberlawang? 
2. Apa saja kelebihan dan kelemahan sistem pengendalian intern                   
(SPI) penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan   pada PT  PLN  
(Persero)  UPJ  Sumberlawang? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Mengevaluasi sistem pengendalian intern penerimaan kas dari pembayaran 
rekening berjalan pada PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang. 
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2. Mengevaluasi kelebihan dan kelemahan sistem  pengendalian   intern    
penerimaan   kas    dari    pembayaran    rekening  berjalan   pada  PT  
PLN  (Persero)  UPJ  Sumberlawang. 
E. Manfaat Penelitian  
1. Bagi Peneliti (Aspek Teoritis) 
a. Peneliti dapat secara langsung mengetahui tentang bagaimana sistem 
pengendalian intern penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan 
pada PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang. 
b. Peneliti dapat membandingkan ketepatan antara penerapan atau fakta 
sistem pengendalian intern di lapangan dengan teori sistem informasi 
akuntansi pada saat kuliah. 
2.  Bagi Perusahaan (Aspek Praktis) 
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai sistem 
pengendalian intern penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan  
yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 
pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan 
datang. 
3. Bagi Kalangan Akademisi (Aspek Akademis) 
Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan untuk melakukan 
penelitian berikutnya dengan  tema yang sejenis dan menambah wawasan 





ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Sistem dan Prosedur 
Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu 
untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2001 : 5). 
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan   
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 
menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 
berulang – ulang (Mulyadi, 2001 : 5). 
 
2. Pengertian Kas dan Sistem Penerimaan Kas 
Menurut Baridwan (1992 : 85) yang termasuk kas menurut pengertian 
akuntansi aldalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan 
piutang, dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah 
sebesar nominalnya, juga simpanan di bank atau tempat –tempat lain 
yang dapat diambil sewaktu-waktu. 
 
Sistem Penerimaan Kas adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 
menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan penerimaan kas  
perusahaan. 
Penerimaan kas perusahaan berasal dari 2 (dua) sumber utama yaitu 
penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang 




3. Sistem Pengendalian Intern 
a. Pengertian dan Tujuan 
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, 
dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
(Mulyadi, 2001 : 163). 
 Berdasarkan definisi pengertian Sistem Pengendalian Intern 
diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Sistem Pengendalian Intern 
adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong 
dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001 : 163). 
 Penelitian COSO (dalam Romney, 2004 : 230) mendefinisikan 
pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh 
dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di 
bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar 
bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal 
sebagai berikut :  
1) efektivitas dan efisiensi operasi,  
2) keandalan laporan keuangan, dan 





b. Unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern 
Menurut Mulyadi (2001 : 164), unsur-unsur pokok sistem 
pengendalian intern adalah sebagai berikut : 
1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam 
organisasi ini berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 
a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 
fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki 
wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan atas otorisasi 
dari manajer. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki 
wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi 
akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 
mencatat peristiwa keuangan perusahaan. 
b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 
2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, 
dan biaya 
Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi 
dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya 
transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat  
sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 
terlaksananya setiap transaksi. 
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3) Praktik kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
setiap unit organisasi. Cara-cara yang umumnya ditempuh oleh 
perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah : 
a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang 
pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang 
berwewenang. 
b) Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan 
jadwal yang tidak teratur. 
c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai 
akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada 
campur tangan dari oarng atau uint organsasi lain. 
d) Perputaran jabatan yang dilakasanakan secara rutin akan dapat 
menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, 
sehingga persekongkolan di antara mereka dapat dihindari. 
e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 
Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan 
untuk sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya tejadi 
kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan 
dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk 
sementara tersebut. 
f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 
catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 
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ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik 
harus dicocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik 
dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan 
tersebut. 
g) Pembentukan unit organisasi (satuan pengawas intern) yang 
bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem 
pengendalian intern yang lain sehingga kekayaan  perusahaan 
akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin 
ketelitian dan keandalannya.  
4) Karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab 
Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya 
ada beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu : 
a) Seleksi calon karyawan berdasarkan yang dituntut oleh 
pekerjaannya. 
b) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 
perusahaan, sesuai dengan tuntutan pengembangan 
pekerjaannya. 
c. Unsur-Unsur Pokok Pengendalian Intern Dalam Sistem Penerimaan 
Kas Dari Piutang  
1) Organisasi 
a) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan 
fungsi penerimaan kas 
b) Fungsi penerimaan kas harus tepisah dari fungsi akuntansi 
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2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
a) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk 
cek atas nama atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet). 
b) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar 
piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi 
c) Pengkreditan rekening  pembantu piutang oleh fungsi akuntansi 
(Bagian Piutang)  harus didasarkan atas surat pemberitahuan 
yang berasal dari debitur. 
3) Praktik yang sehat 
a) Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita acara 
penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 
b) Para penagih dan kasir harus diasuransikan (Fidelity Bond 
Insurance) 
c) Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasa 
maupun di tangan penagih perusahaan) harus diasuransikan 
(cash-in-safe dan cash-in-transit insurance) 
4. Pengertian Rekening Berjalan 
Rekening berjalan adalah rekening pelanggan yang tidak mempunyai 
tunggakan (rutin) yang periode pembayarannya tidak melebihi  tanggal 20 
yaitu pada tanggal 06 sampai 20 setiap bulannya. 
5. Sistem Online Payment Point (SOPP) 
Adalah sistem pembayaran front office yang dilakukan secara offline. 
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B. Analisis Data dan Pembahasan 
1. Sistem Penerimaan Kas dari Pembayaran Rekening Berjalan pada PT 
PLN (Persero) UPJ Sumberlawang 
a. Penerimaan kas yang sering terjadi dan jumlah rupiahnya besar pada 
PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang adalah dari pembayaran 
rekening listrik yang salah satunya dari pembayaran jenis rekening 
berjalan yang periode pembayaran setiap bulannya tidak menunggak 
(tidak melebihi tanggal 20). 
Pembayaran rekening listrik oleh pelanggan dapat melalui : 
1) Kantor PLN (Persero) UPJ Sumberlawang yang bekerja sama 
dengan outsourching dengan aplikasi sistem online payment point 
(SOPP) yang offline.  
2) Payment Point, tempat pembayaran listrik yang bekerja sama 
dengan  PLN yaitu PT, KUD, BKK, dan Kantor Pos. 
3) Sistem Praqtis, dengan menggunakan fasilitas perbankan yang 
digunakan oleh pelanggan misalnya ATM, auto debet, phone 
banking, mobile banking, internet banking, kartu kredit atau 
langsung datang ke teller di kantor bank yang bekerja sama dengan 
pihak PLN (Persero) UPJ Sumberlawang. 
b.  Fungsi yang terkait dengan Penerimaan Kas dari Rekening Berjalan 
1) Pegawai Loket PLN (Outsourching) 
Adalah pegawai yang ditempatkan oleh suatu perusahaan yang 
bekerja sama dengan PLN untuk membantu dalam mengurusi 
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penerimaan pembayaran rekening listrik dari pelanggan dan 
bertanggung jawab terhadap kesesuaian jumlah fisik kas yang 
dibayar dengan catatan laporan harian rekening yang lunas pada 
hari itu dan menyetorkan laporan berkala (harian) pembayaran 
rekening listrik beserta kas receipt harian kepada Supervisor 
Keuangan dan Administrasi. 
2) Supervisor Pengendalian Penagihan 
Memegang fungsi penagihan yang bertanggung jawab 
melakukan penagihan piutang rekening listrik kepada pelanggan, 
mengelola piutang pelanggan dalam  sistem pengelolaan piutang 
pelanggan, dan mencocokkan laporan harian rekening yang lunas 
(TUL V-04) dengan laporan piutang pelanggan (TUL IV-04). 
3) Supervisor Keuangan dan Administrasi 
Memegang fungsi akuntansi yang bertugas melakukan 
pencatatan atas transaksi keuangan yaitu penerimaan kas dari 
pembayaran rekening listrik secara berkala dan mengirimkan 
sofcopy maupun hardcopy dokumen berupa slip penyetoran uang 
ke bank dan laporan buku harian (receipt) kepada PT PLN 
(Persero) APJ Surakarta sebagai laporan pertanggungjawaban. 
Catatan akuntansi yang dibuat oleh supervisor keuangan dan 




c. Dokumen yang digunakan 
1) Rekening Listrik (TUL III-03) 
Adalah dokumen yang diberikan kepada pelanggan sebagai 
bukti bahwa pelanggan sudah melunasi atau membayar tagihan 
rekening listrik setiap bulan. Karyawan loket menyobek sisi kiri 
dari rekening listrik sebagai arsip dan sisi kanan diserahkan kepada 
pelanggan yang bersangkutan. 
2) Laporan Harian Rekening Yang Lunas (TUL V-04) 
Adalah dokumen intern untuk mencantumkan jumlah rupiah 
tagihan yang harus dibayar pelanggan (penjumlahan jumlah rupiah 
rekening listrik sesuai dengan pemakaian listrik dan jumlah rupiah 
pajak penerangan jalan umum).  
3) Bukti Penyetoran Uang (TUL V-06) 
Adalah dokumen intern yang digunakan sebagai bukti 
penyetoran kas receipt oleh pegawai loket ke kas PLN sebagai 
pertanggungjawaban atas penerimaan kas harian dari rekening 
listrik pelanggan.  
4) Slip penyetoran bank adalah dokumen ekstern yang menunjukkan 
bukti bahwa PLN (Persero) UPJ Sumberlawang telah menyetorkan 
uang ke bank receipt secara harian.  
5) Bukti penyetoran ke bank adalah dokumen intern PLN dengan 
model 89 / 204 yang digunakan sebagai perintah kepada tenaga 
keuangan dari supervisor keuangan dan administrasi untuk 
 36 
dilakukan penyetoran kas PLN ke bank receipt setelah disetujui 
oleh Manajer dan Supervisor Keuangan dan Administrasi.  
6) Berita Acara Penghitungan Kas Harian (BAPKH) adalah dokumen 
intern PLN yang digunakan dalam menghitung kesesuaian antara 
jumlah kas yang diterima dengan jumlah total yang disetor ke PLN 
dalam dokumen laporan harian rekening yang lunas.  
d. Catatan akuntansi yang digunakan 
1) Laporan buku harian (receipt).  
Jurnal penerimaan kas pada PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang 
dinamakan dengan laporan buku harian (receipt). Catatan 
akuntansi ini dibuat oleh supervisor keuangan dan administrasi 
yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari pembayaran 
rekening berjalan. 
e. Jaringan prosedur dalam sistem penerimaan kas dari pembayaran 
rekening berjalan adalah : 
1) Prosedur Penerimaan Kas dari Pembayaran Rekening Berjalan 
a) Pegawai Loket menerima rekening listrik bulan sebelumnya 
dari pelanggan. 
b) Mengoperasikan komputer dengan aplikasi pembayaran yang 
digunakan adalah dengan Sistem Online Payment Point 
(SOPP). 
c) Menginput data nomor id pelanggan. 
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d) Menerima uang dari pelanggan sesuai dengan pemakaian listrik 
bulan ini dan menginput jumlah rupiah yang diterima. 
e) Mencetak rekening listrik baru bulan ini (Print out TUL III-03) 
dan diserahkan ke pelanggan untuk sisi kanan rekening, dan 
sisi kiri rekening sebagai arsip. 
f) Membuat laporan harian rekening yang lunas (TUL V-04 ) 
rangkap 2 dan menyerahkan TUL V-04 lembar ke-1 beserta 
uang kepada supervisor keuangan dan administrasi dan lembar 
ke-2 kepada supervisor pengendalian penagihan untuk 
dicocokkan dengan TUL IV-04 (Laporan Piutang Pelanggan) 
dengan tujuan untuk mengetahui apakah piutang sudah 
berkurang setelah ada pembayaran dari pelanggan. 
2) Prosedur Penghitungan Kas Receipt Harian 
a) Supervisor Keuangan dan Administrasi melakukan 
penghitungan kas harian dengan pegawai loket.  
b) Hasil penghitungan kas harian dicocokkan dengan TUL V-04 
dan merekamnya dalam Berita Acara Penghitungan Kas Harian 
(BAPKH). TUL V-04 dan BAPKH diarsipkan secara permanen 
menurut tanggal. 
3) Prosedur Penyetoran Kas Receipt ke Bank 
a) Tenaga utama keuangan dan administrasi diberi wewenang 
oleh supervisor keuangan dan administrasi untuk menyetor 
uang pembayaran rekening listrik ke bank secara harian 
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(periodik), membuat dokumen intern yaitu bukti penyetoran 
yang diotorisasi manajer dan supervisor keuangan dan 
administrasi sebagai bukti dilakukan penyetoran uang ke bank. 
b) Tenaga utama keuangan dan administrasi mengisi slip 
penyetoran uang rangkap 2. Slip tersebut divalidasi oleh teller. 
Lembar ke-1 (asli) disimpan oleh bank sebagai arsip dan 
lembar ke-2 (tembusan) diserahkan kepada tenaga utama 
keuangan dan administrasi sebagai penyetor. Slip penyetoran 
lembar ke-2 oleh tenaga utama keuangan dan administrasi 
diserahkan ke supervisor keuangan dan administrasi. 
4) Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 
Supervisor keuangan dan administrasi membuat laporan buku 
harian (receipt) untuk mencatat penerimaan kas dari pembayaran 
rekening listrik berdasarkan dokumen sumber yaitu slip penyetoran 
bank atas transaksi penerimaan kas dari pembayaran rekening dan 
dokumen pendukung berupa laporan harian rekenig yang lunas dan 
bukti model 89 : 204 atas persetujuan dari manajer dan supervisor 
keuangan dan administrasi untuk dilakukan penyetoran uang ke 
bank oleh tenaga keuangan dan administrasi. Dokumen sumber 
diarsipkan secara permanen menurut tanggal sedangkan bukti 




5) Prosedur Pelaporan Pertanggungjawaban ke APJ dan Rekonsiliasi 
a) Mengirim hardcopy tembusan slip penyetoran uang ke bank 
dan softcopy maupun hardcopy laporan buku harian (receipt) 
kepada PT PLN (Persero) APJ Surakarta. Dokumen tersebut 
digunakan sebagai dokumen sumber untuk keperluan 
penyelenggaraan akuntansi dari pengumpulan data UPJ 
Sumberlawang dan 10 UPJ lainnya dibawah Area Pelayanan 
Jaringan (APJ) Surakarta. 
f. Bagan Alir (Flowchart) Sistem Penerimaan Kas dari Pembayaran 


















Pegawai Loket PLN 
 
  
 setelah terima TUL III-03  
bulan lalu dari pelanggan 
 
 
 sesuai yang tercantum 




 sesuai jumlah tagihan 
 listrik bulan ini 
 
 
  berdasarkan pemakaian  






      
  
      







 ke pelanggan ke Supervisor  
 Pengendalian Penagihan 
 ke Supervisor  
 Administrasi 
 dan Keuangan 
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TUL V-04 =  Laporan Harian Rekening yang Lunas 
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TUL V-04 =  Laporan Harian Rekening yang Lunas 
HPK =  Hasil Penghitungan Kas 
BAPKH =  Berita Acara Penghitungan Kas Harian 
SPU =  Slip Penyetoran Uang ke Bank 
LB  =  Laporan Buku Harian (receipt) 
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2.  Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas dari Pembayaran 
Rekening Berjalan pada PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang 
a. Organisasi 
Sistem pengendalian intern yang baik adalah harus sesuai dengan 
prinsip-prinsip pengendalian yang terdiri dari dua elemen. Pertama 
yaitu harus dipisahkan antara fungsi operasi dan penyimpanan dengan 
fungsi akuntansi. Kedua yaitu suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung 
jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 
 Sistem pengendalian intern pada PT PLN (Persero) UPJ 
Sumberlawang yaitu fungsi operasi penerimaan kas dari pembayaran 
rekening berjalan yang dipegang oleh pegawai loket PLN 
(outsourching), fungsi penyimpanan kas sementara dan fungsi 
akuntansi dipegang oleh satu orang yaitu supervisor keuangan dan 
administrasi. Dalam transaksi penerimaan kas dari pembayaran 
rekening berjalan telah dilakukan oleh beberapa fungsi yang terkait. 
b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
Sistem otorisasi PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang, melalui 
pembubuhan tanda tangan pada dokumen-dokumen yang digunakan  
oleh pihak yang berwenang. Fungsi-fungsi atau bagian yang 
berwenang dalam melakukan otorisasi penerimaan kas dari 
pembayaran rekening berjalan pada PT PLN (Persero) UPJ 
Sumberlawang adalah sebagai berikut : 
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1) Rekening listrik (TUL III-03). 
Dokumen ini dianggap lunas dan sah tanpa ada otorisasi atau 
pembubuhan tanda tangan. 
2) Laporan harian rekening yang lunas (TUL V-04) 
Dokumen ini diotorisasi oleh pegawai loket sebagai penyetor 
kas ke PLN. 
3) Bukti penyetoran uang (TUL V-06) 
Dokumen ini diotorisasi oleh supervisor keuangan dan 
administrasi, supervisor pengendalian penagihan, pegawai loket 
(penyetor kas ke PLN), dan tenaga keuangan (penyetor kas ke bank 
receipt). 
4) Slip penyetoran bank 
Dokumen ini diotorisasi oleh teller bank dan penyetor kas PLN    
ke bank 
5) Bukti penyetoran ke bank 
Dokumen ini diotorisasi oleh Manajer PLN dan Supervisor 
Keuangan dan Administrasi selaku penanggung jawab sebagai 
persetujuan dilakukannya penyetoran uang penerimaan kas harian 
oleh tenaga keuangan sebagai penyetor kas ke bank. 
6) Berita acara penghitungan kas harian (BAPKH)  
Dokumen ini diotorisasi oleh Manajer PT PLN (Persero) UPJ 
Sumberlawang, supervisor keuangan dan administrasi, dan 
pegawai loket (outsourching) kantor PLN UPJ Sumberlawang. 
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 Prosedur pencatatan penerimaan kas dari rekening berjalan adalah 
fungsi keuangan yang dipegang oleh supervisor keuangan dan 
administrasi melakukan pencatatan diterimanya kas dari pelanggan 
berdasarkan dokumen sumber (slip penyetoran uang ke bank) dan 
dokumen-dokumen pendukung yaitu laporan harian rekening yang 
lunas, bukti penyetoran uang ke kas PLN dan dokumen intern (bukti 
persetujuan dilakukan penyetoran uang ke bank).  
c. Praktik yang Sehat dalam Penerimaan Kas dari Pembayaran Rekening 
Berjalan 
Dalam menciptakan praktik yang sehat perusahaan menempuh 
cara-cara sebagai berikut : 
1) Secara periodik diadakan penghitungan kas harian. Hasil 
penghitungan kas receipt harian direkam dalam berita acara 
penghitungan kas dan disetor langsung pada hari itu juga ke bank.  
2) Adanya perputaran jabatan dengan mempertimbangkan  kebutuhan 
perusahaan dan belum dilakukan secara rutin. 
3) Secara periodik dilakukan rekonsiliasi jumlah fisik uang yang 
diterima dan laporan harian rekening yang lunas. 
4) Transaksi penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan 
dilaksanakan oleh beberapa fungsi, sehingga terjadi internal check 




d. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya. 
Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, perusahaan 
melakukan berbagai cara yaitu : 
1) Adanya seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang 
dituntut oleh pekerjaannya. Program yang baik dalam seleksi calon 
karyawan akan menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki 
kompetensi 
2) Adanya pelatihan atau pengembangan pendidikan karyawan sesuai 




Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas dari Pembayaran Rekening 
Berjalan   PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang 
Sistem Pengendalian Intern 
PT PLN UPJ Sumberlawang 




a. Dilakukan pemisahan fungsi akuntansi dari 
fungsi penagihan dan fungsi  penerimaan kas. 
b. Penerimaan kas dari pembayaran rekening 
berjalan dilakukan oleh beberapa fungsi yang 
terkait. 
 
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
a. Pembayaran rekening listrik dalam  bentuk cek 
atas nama dilakukan oleh pelanggan dengan 
skala yang besar. 
 
 
b. Penerimaan kas pembayaran rekening berjalan 
diotorisasi oleh pejabat berwenang untuk 
menyetujui terjadinya transaksi tersebut. 
 
3. Praktik yang sehat 
a. Hasil penghitungan kas direkam dalam berita 
acara penghitungan kas dan disetor langsung 
ke bank receipt PLN pada hari itu. 
 
1. Organisasi  
c) Fungsi akuntansi harus terpisah dari 
fungsi penagihan dan fungsi 
penerimaan kas. 
d) Suatu fungsi tidak boleh diberi 
tanggung jawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap suatu 
transaksi. 
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
a. Debitur diminta melakukan 
pembayaran dalam bentuk cek atas 
nama atau dengan cara 
pemindahbukuan (giro bilyet). 
b. Setiap transaksi hanya terjadi atas 
dasar otorisasi dari pejabat yang 
memiliki wewenang untuk menyetujui 
terjadinya transaksi tersebut. 
3. Praktik yang sehat 
a. Hasil penghitungan kas harus direkam 
dalam berita acara penghitungan kas 
dan disetor penuh ke bank dengan 
segera. 
 
a.  Tepat 
 
 



















b. Para penagih dan kasir tidak diasuransikan. 
 
 





d. Tidak ada  pemeriksaan mendadak.  
e. Perputaran jabatan tidak dilakukan secara 
rutin. 
f. Diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 
catatannya secara harian. 
g. Terdapat internal audit. 
 
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 
jawabnya. 
a. Menyeleksi calon karyawan berdasarkan 
persyaratan jabatan sebagai kriteria seleksi. 
b. Diadakan berbagai pelatihan ditujukan untuk 
penyesuaian situasi perusahaan. 
b. Para penagih dan kasir harus 
diasuransikan (Fidelity Bond 
Insurance). 
c. Kas dalam perjalanan (baik yang ada 
di tangan bagian kasa maupun di 
tangan penagih perusahaan) harus 
diasuransikan (cash-in-safe dan cash-
in-trnasit insurance). 
d. Terdapat pemeriksaan mendadak 
e. Terdapat perputaran jabatan secara 
rutin 
f. Secara periodik diadakan pencocokan 
fisik kekayaan dengan catatannya. 
g. Adanya satuan pengawas intern dalam 
perusahaan. 
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan 
tanggung jawabnya. 
a. Seleksi calon karyawan berdasarkan 
yang dituntut oleh pekerjaannya. 
b.  Pengembangan pendidikan karyawan 
selama menjadi karyawan perusahaan, 
sesuai dengan tuntutan pengembangan 
pekerjaannya 










d. Tidak tepat 



























 Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai sistem pengendalian intern 
penerimaan kas dari rekening berjalan pada PT PLN (Persero) UPJ 
Sumberlawang, maka dapat dikemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan 
yang dapat penulis jelaskan adalah sebagai berikut : 
A. Kelebihan 
1. Adanya pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi penagihan dan fungsi 
penerimaan kas. 
2. Transaksi penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan dilakukan 
oleh beberapa fungsi yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar terdapat 
pengecekan internal secara periodik. 
3. Hasil penghitungan kas direkam dalam berita acara penghitungan kas dan 
disetor langsung ke bank receipt PLN pada hari itu. 
4. Diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya secara harian. 
5. Ada internal audit oleh pengawas intern dari PT PLN DistJateng dan DIY. 
6. Menyeleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan jabatan sebagai 
kriteria seleksi. 
7. Diadakan berbagai pelatihan bagi karyawan untuk kemajuan kinerja 
karyawan dalam perusahaan. 




1. Para penagih dan kasir tidak diasuransikan. Hal ini dapat memungkinkan 
dilakukannya kecurangan oleh para penagih dan kasir. 
2. Kas dalam perjalanan tidak diasuransikan sehingga akan berdampak tidak 
terlindunginya kekayaan perusahaan. 
3. Tidak terdapat pemeriksaan mendadak sehingga belum dapat diketahui 
apakah para pegawai telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 
yang ditetapkan oleh perusahaan.  
4. Perputaran jabatan tidak dilakukan secara rutin sehingga dapat 
menyebabkan kejenuhan para pegawai dalam bekerja dan memungkinkan 
terjadinya persekongkolan diantara para pegawai. 
5. Pencatatan penerimaan kas dengan Sistem Online Payment Point memiliki 
kelemahan karena pembayaran ganda akan dapat terjadi mengingat 







Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis pada penelitian di PT PLN 
(Persero) UPJ Sumberlawang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas dari Pembayaran Rekening 
Berjalan pada PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang sudah cukup baik. 
Sistem pengendalian tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut : 
a. Organisasi 
Penyusunan organisasi pada PT PLN (Persero) UPJ Sumberlawang 
terdiri dari dua elemen yaitu : 
1) Pemisahan fungsi berdasarkan fungsi operasi, fungsi penyimpanan 
kas, dan fungsi akuntansi. 
2) Transaksi penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan 
dilakukan oleh beberapa fungsi yang terkait. 
b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
Sistem otorisasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UPJ 
Sumberlawang adalah dengan pembubuhan tanda tangan pada 




c. Praktik yang sehat dalam penerimaan kas dari pembayaran rekening 
berjalan 
Praktik yang sehat dalam penerimaan kas dari pembayaran 
rekening berjalan yang diterapkan oleh perusahaan adalah : 
1) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi didasarkan atas dokumen 
sumber yang dilampiri dokumen pendukung. 
2) Hasil penghitungan kas receipt harian direkam dalam berita acara 
penghitungan kas dan disetor langsung pada hari itu juga ke bank.  
3) Adanya perputaran jabatan secara periodik dengan 
mempertimbangkan  kebutuhan perusahaan. 
4) Secara periodik dilakukan rekonsiliasi jumlah fisik uang yang 
diterima dan catatan yang digunakan. 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
Dalam meningkatkan mutu karyawannya, PT PLN (Persero) UPJ 
Sumberlawang melakukan cara sebagai berikut : 
1) Adanya seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang 
dituntut oleh pekerjaannya. 
2) Adanya pelatihan bagi karyawan ditujukan untuk penyesuaian 







Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil penelitian yang telah dilakukan, 
maka rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : 
1. Para penagih dan kasir seharusnya diasuransikan untuk mencegah terjadi 
kecurangan oleh pegawai tersebut. 
2. Kas dalam perjalanan seharusnya diasuransikan agar kekayaan perusahaan 
dapat terlindungi. 
3. Mengadakan pemeriksaan mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, 
supaya kinerja karyawan benar-benar maksimal sesuai dengan aturan yang 
telah ditetapkan.  
4. Job rotation sebaiknya dilakukan rutin setiap 3 tahun sekali guna 
mengatasi kejenuhan karyawan dalam bekerja dan menghindari terjadinya 
persekongkolan di antara para karyawan yang sudah mengetahui seluk 
beluk perusahaan. 
5. Penulis menyarankan agar menerapkan aplikasi pembayaran PPOB 
(payment point online bank) untuk mengatasi masalah pembayaran ganda 
atas rekening listrik pelanggan. Aplikasi pembayaran ini sudah berhasil 
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